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1.1 Latar Belakang Masalah 
Bergesernya paradigma manajemen pemerintahan dalam dua dekade 
terakhir yaitu dari berorientasi proses menjadi berorientasi hasil telah ikut 
mereformasi sistem pengelolaan keuangan negara baik di negara maju maupun 
negara berkembang, termasuk Indonesia. Reformasi pengelolaan keuangan 
negara di Indonesia yang diawali dengan keluarnya Undang-Undang No. 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah membawa banyak perubahan 
mendasar dalam pengelolaan keuangan negara. Perubahan mendasar tersebut 
diantaranya adalah diperkenalkannya pendekatan penganggaran berbasis 
kinerja (performance-based budgeting) dalam penyusunan anggaran 
pemerintah. 
Sejalan dengan itu, dalam kerangka otonomi daerah, Undang-Undang 
No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan 
membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing. 
Kedua Undang-Undang ini membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk 
pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang 
efektif dan efisien.  
Pengalokasian dana yang efektif mengandung arti bahwa setiap 





dan tujuan stratejik yang dimuat dalam dokumen perencanaan stratejik daerah. 
Sedangkan, pengalokasian dana yang efisien mengandung arti bahwa 
pencapaian sasaran dan tujuan stratejik tersebut telah menggunakan sumber 
daya yang paling minimal dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas yang 
direncanakan. Pengalokasian pengeluaran yang efektif dan efisien tersebut 
dapat diwujudkan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja dalam 
penyusunan anggaran pemerintah daerah. 
Reformasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan 
perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menciptakan transparansi dan 
meningkatkan akuntabilitas publik. Bentuk reformasi anggaran dalam upaya 
memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis 
kinerja.Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 
13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, 
disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (RKA-SKPD).Adanya Rencana Kerja dan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan 
tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis 
kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan 
sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, 





Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan 
dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja 
secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan 
secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. 
Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan 
efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai 
dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga 
dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat 
digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
dapat mendukung peningkatan tranparansi dan akuntabilitas manajemen sektor 
publik.Selain itu, anggaran berbasis kinerja memfokuskan pemanfaatan 
anggaran untuk perbaikan kinerja organisasi yang berpedoman pada prinsip 
value for money. 
Penerapan ABK di Indonesia mempunyai tantangan yang tidak ringan 
karena berubahnya sistem penganggaran. Tantangan yang lebih berat adalah 
mengubah mind set tidak hanya pada lingkungan Pemerintah (eksekutif), tetapi 
juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. Mind set 
DPR dalam rangka pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (APBN) diharapkan juga berubah menjadi output base, tidak lagi input 
base. 
Menurut Kenis (1979) dalam Deki Putra (2013), kejelasan sasaran 
anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan 





yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut.Kejelasan sasaran 
anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan 
sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran 
akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana 
dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. 
Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas 
organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan 
menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak 
puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran anggaran 
tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Kenis, 1979 dalam 
Syafrial, 2009). 
Partisipasi penganggaran merupakan proses dalam organisasi yang 
melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi 
tanggung jawabnya. Kenis (1979) mengemukakan bahwa partisipasi 
penganggaran dapat menyelaraskan tujuan pusat pertanggungjawaban dengan 
tujuan organisasi secara keseluruhan.Lebih lanjut, dalam penelitiannya, Kenis 
menemukan bukti bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial, dimana salah satu variabelnya adalah kinerja anggaran 
(pelaksanaan anggaran). Partisipasi memungkinkan terjadinya komunikasi 
yang semakin baik, interaksi satu sama lain serta kerja sama dalam tim untuk 





menyebutkan semakin tinggi tingkat keterlibatan manajer dalam proses 
penyusunan anggaran, akan meningkatkan kinerja.  
Kinerja pemerintah daerah selama ini masih rendah, Ada beberapa 
faktor penyebab terjadinya kinerja pemerintah daerah tersebut rendah, 
diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah 
dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran APBD, 
pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggung jawaban yang berupa 
pelaporan hasil pelaksanaan APBD serta pengawasan. Dalam proses 
penganggaran, pemerintah daerah selalu mengalami keterlambatan didalam 
pengesahan perda APBD. Keterlambatan ini menyebabkan banyak program 
dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan 
sehingga terjadi keterlambatan pembangunan daerah (Santoso, 2009 dalam 
Wulandari, 2011). Selain keterlambatan itu, terdapatnya penilaian bahwa 
kinerja pemerintahan didaerah, baik pada level provinsi maupun 
kabupaten/kota dalam mengelola anggaran publik masih belum memuaskan. 
Hampir di semua aspek pengelolaan keuangan daerah, aparatur perangkat 
daerah memiliki kelemahan sehingga dapat dikatakan kinerja aparatur 
perangkat daerah masih rendah. Di satu sisi, semakin meningkatnya tekanan 
dari masyarakat agar pemerintah daerah meningkatkan kinerja dan 
akuntabilitas demi terwujudnya  
Good governance menyebabkan pemerintah daerah harus membenahi 
diri untuk merespon perubahan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai 





yaitu dengan mengelola anggaran secara ekonomis, efisien, efektif dan yang 
benar- benar mencerminkan kepentingan masyarakat. Keikutsertaan aparatur 
dalam proses penganggaran demi peningkatan kinerja, telah tertuang dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri yang memuat pedoman penyusunan APBD 
yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Rancangan 
anggaran unit kerja dimuat dalam suatu dokumen yang disebut dengan 
Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD).  Dalam Pemerintah Daerah, makna 
partisipasi adalah pelibatan SKPD dalam penyusunan anggaran daerah 
(APBD). Kepala SKPD (sekretariat, dinas, badan, kantor, inspektorat, dan 
satuan polisi pamongpraja) merupakan pengguna anggaran/pengguna barang, 
yang diberi kesempatan untuk mengajukan usulan terkait dengan pelaksanaan 
Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) SKPD yang dipimpinnya.  Kepala SKPD 
menyusun RKA- SKPD, yang secara substansi harus sesuai dengan Tupoksi 
SKPD bersangkutan dan sudah disetujui target kinerja dan pagu anggarannya 
dalam KUA dan PPAS. RKA- SKPD inilah yang disebut sebagai dokumen 
anggaran partisipatif di Pemda secara internal terkait penentuan alokasi 
anggaran dan target kinerja yang akan diakomodasi di dalam RAPBD dan 
akhirnya dalam perda APBD (http://syukriy.wordpress.com)Tabel 1.1 
Data Laporan realisasi anggaran tahun 2012-2016  
Tahun Anggaran (Rp) Realisasi(Rp) Persentase % 
2012 759.266.717.233 518.097.200.840 65,14 
2013 620.869.459.154 365.470.878.836 58,86 
2014 664.330.321.294 393.756.522.071 59,27 
2015 730.763.353.423 432.077.910.870 57,89 
2016 809.839.688.769 476.859.281.508 59,19 





Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata penyerapan 
anggaran atau realisasi belanja langsung APBD Kabupaten Karimun selama 5 
tahun terakhir atau pada kurun waktu tahun anggaran 2012-2016 hanya 
mencapai sebesar 60,07 persen. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan salah satu 
prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu efektivitas dan efisiensi 
anggaran.Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat 
menghasilkan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 
melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Penerapan Anggaran 
Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran 
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi 
Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun)” 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Penganggaran Berbasis Kinerja mempengaruhi 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ? 
2. Bagaimana Kejelasan Sasaran Anggaran mempengaruhi Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ? 
3. Bagaimana Partisipasi Anggaran mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Daerah ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan 





1. Untuk mengetahui pengaruh antara Penganggaran Berbasis Kinerja, 
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. 
2. Untuk mengetahui pengaruh antara Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. 
3. Untuk mengetahui pengaruh antara Partisipasi Anggaran Terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat, yaitu:  
1. Penelitian Selanjutnya  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan yang 
bermanfaat bagi pengembangan ilmu penelitian dalam bidang akuntansi 
kaitannya dengan akuntabilitas kinerja. 
2. Bagi Perguruan Tinggi  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
mengenai pengaruh penganggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran 
anggaran dan partisipasi anggaran, terhadap akuntabilitas kinerja. 
3. Bagi Pemerintah  
Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran 
dan bahan pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas 
kinerja melalui perwujudan variabel-variabel yang mempengaruhi dan 







1.5 Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Isi daribab ini terdiri dari konsepanggaran, kinerja, anggaran 
berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, partisispasi 
anggaran, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 
sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta 
analisis data. 
BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan 
pembahasan hasil penelitian. 
BAB V : PENUTUP 
Pada bab ini berisi  tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 
saran yang membangun bagi objek penelitian. 
 
 
